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INTISARI

Proses pemecahan bidang tanah karena pewarisan banyak sekali terjadi
dalam permohonan pendaftaran tanah di setiap Kantor Pertanahan, terutama
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Prosedur dan tata cara peralihan haknya
pun harus jelas dan dipahami masyarakat dan sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) dan
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa ahli waris berkewajiban
untuk segera mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena pewarisan mengenai
bidang tanah hak yang sudah didaftar dan yang belum terdaftar dalam waktu 6
(enam) bulan setelah orang tuanya meninggal dunia. Pemecahan bidang tanah
karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dilaksanakan langsung
ke nama masing-masing ahli waris tanpa melalui hak bersama terlebih dahulu.
Tidak seperti halnya di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang harus melalui
sistem hak bersama terlebih dahulu baru kemudian didaftarkan pemecahan
bidangnya ke nama masing-masing ahli waris.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan
pemecahan bidang tanah karena pewarisan dan pendaftaran haknya di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui apakah
pelaksanaan pemecahan bidang tanah karena pewarisan dan pendaftaran haknya di
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun
1997 dan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Metode penelitian yang digunakan
dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya banyak sekali terjadi
pemecahan bidang tanah karena pewarisan yang terdapat di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang sangat banyak
sehingga banyak terjadi proses peralihan hak karena pewarisan. Selain itu, syarat
dan prosedur yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
sederhana dan tidak rumit. Syarat yang mudah dan tidak rumit tersebut antara lain,
di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pemecahan bidang
tanah karena pewarisan cukup dibuktikan dengan Surat Keterangan Waris dan
Surat Pembagian Waris saja. Surat tersebut sudah merupakan alat bukti yang kuat
untuk membuktikan bahwa memang benar si pewaris meninggal dunia dan
meninggalkan ahli waris sebagaimana yang namanya tersebut dalam Surat
Keterangan Waris dan Surat Pembagian Waris. Pemohon dalam hal ini adalah ahli
waris (jika ahli waris lebih dari 1 (satu) orang) dari pewaris yang namanya
tercantum dalam sertipikat tanah tidak perlu menggunakan akta yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang biasa disebut dengan Akta Pembagian
Hak Bersama (APHB). Keadaan seperti ini memudahkan masyarakat untuk
mendaftarkan pemecahan bidang tanah karena pewarisan sehingga para ahli waris
mendapatkan haknya masing-masing tanpa melalui prosedur yang lama dan biaya
mahal. Sistem seperti ini akan mengubah pandangan masyarakat terhadap Badan
Pertanahan Nasional yang dulunya lama mengurus sertipikat dan biaya mahal
menjadi mudah dan biaya yang terjangkau.

Kata Kunci : Pelaksanaan Pemecahan Bidang Tanah Karena Pewarisan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang teramat penting dan
banyak mengambil andil dalam kehidupan manusia. Manusia dan tanah adalah 2
(dua) hal yang saling memiliki keterikatan yang kuat serta memiliki norma
tertentu dalam hal penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah untuk hidupnya.

Penduduk semakin bertambah, pemikiran manusia berkembang dan
berkembang pulalah sistem dan tata cara manusia menentukan sikapnya terhadap
tanah. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia semakin meningkat dan
bahkan dapat dinyatakan tidak ada aktivitas manusia yang tidak berkaitan dengan
tanah.

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),
dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Dalam menjalankan
tugasnya, Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum terhadap
hak-hak atas tanah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang
biasa disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pemerintah wajib
menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dan

mengharuskan kepada pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkannya.



Pasal 19 ayat (1) UUPA berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang
kemudian diganti dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
yang merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah
berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPA yang berbunyi :

“Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.”

Jadi definisi pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 1 butir 1 PP Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa yang dimaksud dengan
pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan
atau data tertentu mengenai tanah-tanah yang ada di wilayah tertentu, pengolahan,
penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka
memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda
buktinya dan pemeliharaannya.! Data yang dihimpun pada dasarnya meliputi data
fisik dan data yuridis pertanahan.? Data fisik mengenai tanahnya, lokasinya, batas-
batasnya, luas tanah dan tanaman yang ada di atasnya. Sedangkan data yuridis

mengenai haknya, haknya apa, pemegang haknya siapa, serta ada atau tidak

adanya pihak lain.

! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA), Djambatan, Jakarta,
1999, hal. 455
? Ibid, hal. 458



Kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah pertama
kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah pertama
kali adalah mendaftarkan untuk pertama kalinya sebidang tanah yang semula
belum didaftar menurut ketentuan peraturan pendaftaran tanah yang bersangkutan.
Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah secara
sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah
dalam wilayah atau bagian wilayah secara individual atau massal dan
dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang berhak
atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar
tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan perubahan-
perubahan yang terjadi kemudian, misalnya nama pemegang hak yang telah
didaftar, hapusnya atau diperpanjang jangka waktu yang sudah berakhir,
pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah yang haknya sudah
didaftar. Agar data yang tersedia di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan
keadaan sebenarnya, pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan
perubahan-perubahan yang dimaksud kepada Kantor Pertanahan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pemeliharaan data pendaftaran
tanah adalah peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Selama ini masalah
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pewarisan sangat pelik dan banyak terjadi kerancuan mengenai dasar hukum dan
syarat pelaksanaannya. Terlebih lagi dalam hal pembagian harta bersamanya,
harus ada alas hak yang kuat untuk proses pembagiannya.

Dalam hal pembagiannya pun, untuk pemecahan harus memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Tetapi pada kenyataannya di
lapangan ada perbedaan pelaksanaan yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun
1997.

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Sleman adalah karena Kabupaten
Sleman memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Selain itu
volume pekerjaan relatif cukup tinggi terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman, baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pendaftaran
pemeliharaan data pendaftaran tanah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis
ingin mempelajari lebih dalam lagi sehingga penulis membuat penelitian dengan
judul: “Pelaksanaan Pemecahan Bidang Tanah Karena Pewarisan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pemecahan bidang tanah karena pewarisan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman?



2. Apakah pelaksanaan pemecahan bidang tanah karena pewarisan di Kantah
Kabupaten Sleman telah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997?

Pembatasan Masalah
Mengingat  keterbatasan dan kemampuan peneliti serta untuk
mengoptimalkan penelitian ini, maka:
1. pelaksanaan pemecahan bidang tanah hanya dibatasi pada pembahasan
peralihan hak atas tanah dalam pewarisan;
2. pewarisan yang akan diteliti adalah pewarisan pada Warga Negara Indonesia
pribumi;
3. pewarisan yang akan diteliti dibatasi hanya terhadap tanah yang sudah

bersertipikat.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemecahan bidang
tanah karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemecahan
bidang tanah karena pewarisan di Kantah Kabupaten Sleman telah sesuai
dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun

1997.



2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang bagaimana
pelaksanaan pemecahan bidang tanah karena pewarisan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman.
b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang

akademik.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah peneliti lakukan pada
pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pemecahan bidang tanah karena pewarisan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman dilaksanakan langsung ditujukan kepada nama masing-
masing ahli waris dengan melampirkan Surat Keterangan Waris dan Akta
Pembagian Waris-nya, tanpa melalui hak bersama terlebih dahulu sehingga
biaya lebih murah, tidak memerlukan waktu yang lama dan persyaratan yang
mudah serta lebih sederhana.

2. Pelaksanaan pemecahan bidang tanah karena pewarisan di Kantah Kabupaten
Sleman telah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan PMNA/KBPN
Nomor 3 Tahun 1997.

3. Terdapat perbedaan persepsi dalam melaksanakan peraturan pertanahan
sehingga menimbulkan dualisme pelaksanaan pewarisan yaitu peralihan hak
karena pewarisan yang bisa langsung ke atas nama masing-masing ahli waris
dan peralihan hak karena pewarisan yang harus melalui hak bersama terlebih
dahulu kemudian dipecah-pecah menjadi nama masing-masing ahli waris. Hal
ini  membingungkan masyarakat yang menjadi subyek dari kegiatan
pendaftaran tanah khususnya ahli waris.

4. Manfaat dalam melaksanakan pemecahan bidang tanah untuk pewarisan di

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman antara lain :
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a. Untuk mentertibkan peta pendaftaran yang dulu belum terpetakan secara
digital, dengan adanya pewarisan ini maka bisa terpetakan secara digital.

b. Membantu tertib administrasi pertanahan sebagaimana yang menjadi
tujuan pendaftaran tanah karena sertipikat lama sudah diganti dengan
sertipikat baru yang sudah sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada

sekarang.

B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan pembahasan
dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pelayanan pertanahan yang ada saat ini di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman semakin memuaskan masyarakat.

2. Pelaksanaan pemecahan bidang tanah karena pewarisan di Kantah Kabupaten
Sleman yang sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan PMNA/KBPN
Nomor 3 Tahun 1997 sangat membantu masyarakat karena meringankan
biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengurus sertipikat
tanah. Sebaiknya sosialisasi peraturan perundang-undangan lebih sering
dilaksanakan di seluruh lapisan masyarakat supaya masyarakat lebih banyak
lagi yang ingin mensertipikatkan tanahnya dan supaya tidak terjadi sengketa
tanah di kemudian hari khususnya bagi tanah-tanah warisan.

3. Harus diadakan sosialisasi peraturan pertanahan baik terhadap pegawai Badan
Pertanahan Nasional itu sendiri maupun kepada masyarakat agar tidak
menimbulkan dualisme persepsi pelaksanaan pendaftaran tanah. Selain itu,
jika terdapat aturan yang membingungkan perlu ditinjau kembali peraturan
tersebut atau dilakukan revisi.
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4. Pelayanan pertanahan harus sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah dan

meminimalisir terjadinya masalah pertanahan di kemudian hari.
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